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ABSTRAK

bahwa penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan saat ini
sangat pesat perkembangannya di Kota Sorong, dan
untuk itu sesuai dengan kewenangan dalam bidang
kepariwisataan, Pemerintah Daerah memandang perlu
melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap
penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk yang
meliputi pemberian ijin usaha, pengendalian dan
pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran
teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran
peningkatan kemampuan tenaga kerja dan
pembelajaran  teknis pemasaran/promosi; bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa
selain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perizinan Tertentu, dengan Peraturan Daerah
dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan
tersebut diatas sesuai dengan kewenangan otonominya
dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; bahwa
untuk maksud tersebut diatas , perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Sorong;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2097 ); Undang - Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209 ); Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3427 ); Undang - Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi



Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894 ); Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151 ); Undang — Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279 ); Undang — Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355 ); Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang — undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ); Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 ); Undang - Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); Peraturan

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022 ); Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593 );

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka



CATATAN

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2002
tentang Ijin Keramain dan segala ketentuan yang
bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong
Lampiran O hlm



